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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Bentuk dekriminalisasi yang akan dilaksanakan pemerintah adalah dengan tidak 

mencantumkan kembali rumusan Pasal 534 ayat (1) KUHP kedalam RUU KUHP. 

Hasil dari dekriminalisasi tersebut terdapat norma yang ikut hilang bersamaan 

dengan proses dekriminalisasi yang terjadi. Dalam hal ini, penulis telah 

melakukan analisis dengan Teori Dekriminalisasi yang dipaparkan oleh 

Bassiouni. Penulis berkesimpulan bahwa dalam hal ini tindakan 

mempertunjukkan alat pencegah kehamilan bukan merupakan prioritas utama 

pemerintah untuk dicantumkan kembali ke dalam RUU KUHP. Hal ini mengingat 

bahwa terdapat keterbatasan sumber daya manusia serta biaya yang dibutuhkan 

dalam menindak lanjuti segala perbuatan yang bersangkutan dengan bentuk 

mempertunjukkan alat pencegah kehamilan. Selain itu, pemerintah memiliki 

prioritas utama yang lain yang harus dirumuskan dalam RUU KUHP. Sehingga, 

menurut hemat penulis keputusan yang diambil oleh Tim Perumus RUU KUHP 

sudah tepat dalam melakukan dekriminalisasi terhadap Pasal 534 ayat (1) KUHP.  

 

Penulis telah melakukan analisis dari penentuan perbuatan kriminal dengan 

menganalisis tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak 

Pasal 283 ayat (1) KUHP dengan Teori Kriminalisasi yang dipaparkan oleh 

Sudarto. Berdasarkan hasil analisis tersebut penulis berpendapat bahwa tindakan 

mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak merupakan salah satu 

prioritas utama pemerintah. Hal ini dikarenakan anak merupakan generasi penerus 

bangsa Indonesia yang harus mendapatkan perhatian khusus terutama mengenai 

alat pencegah kehamilan. Bentuk mempertunjukkan alat pencegah kehamilan juga 

dipandang memiliki hubungan erat dengan perbuatan seks, yang berpotensi 

berujung pada tindak pidana zina. Sehingga, penulis berkesimpulan bahwa 

tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak merupakan 

tindakan yang patut dipidana.  

 

Selanjutnya, penulis juga telah melakukan analisis terhadap rumusan Pasal 414 
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RUU KUHP dengan asas kejelasan rumusan dan berpendapat bahwa terdapat 

rumusan serta frasa yang harus dihapus dalam rumusan tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan terdapat frasa yang bersifat reptitif serta frasa yang dapat 

membebaskan pelaku yang seharusnya terkena jeratan. Selain itu, perubahan juga 

dibutuhkan pada isi Pasal 416 ayat (1) RUU KUHP untuk memberikan 

perlindungan bagi orangtua maupun wali dalam memberikan seks edukasi kepada 

anak. 

 

5.2 Saran 

Melihat terdapat permasalahan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis 

kepada Tim Perancang RUU KUHP dalam rangka menyelesaikan permasalahan- 

permasalahan di atas. 

Pertama, memperbaiki penjelasan dalam rumusan Pasal 414 RUU KUHP 

mengenai tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak 

memenuhi asas kejelasan rumusan. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan 

memperbaiki rumusan penjelasan dengan mempertimbangkan hasil analisis yang 

telah dilakukan penulis. Penulis juga merekomendasi untuk mempergunakan hasil 

perumusan ulang mengenai penjelasan Pasal 414 RUU KUHP yang telah 

dirancang oleh penulis dalam bab sebelumnya, baik dengan atau tanpa perubahan 

yang seperlunya. 

Kedua, penulis menyarankan kepada pihak pembentuk peraturan perundang- 

undangan untuk kedepannya berhati-hati dalam merumuskan suatu ketentuan, 

terutama ketentuan pidana untuk menghindari perumusan yang melanggar asas 

kejelasan rumusan, serta untuk selalu mempertimbangkan dengan teliti dan cermat 

mengenai urgensi dan tujuan ketika ingin merumuskan suatu tindakan menjadi 

suatu tindakan yang dapat dipidana demi menghindari terjadinya pembatasan hak 

asasi manusia oleh negara secara tidak sah. 
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